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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR qe TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KATINGAN,

:a.bahwauntukmelaksanakanketentuanPasallayat
{1)PeraturanKepalaLembagaKebijakanPengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AL3

tentangTataCaraPengadaanBaranglJasadiDesa
mengamanatkan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa

di Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan

BuPati;

b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pengadaart

barangljasa yang baik di Desa, serta meningkatkan
pemberdayaan masyarakat Desa, perlu pengaturan

mengenaitatacalaPengadaanBarartglJasayang
sederhana, jelas dan komprehensit dengan tetap

memperhatikantatanilaipengadaandanprinsip-
prinsip pengadaan barang/jasa berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata

Cara Pengadaan BarartglJasa di Desa'

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten

Pulang Fisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun

2OA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2oo4

Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaJi, v

2.



f,

J.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSaal;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALL tentang

Pembentukart Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl

NomorS2,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor S23al:'

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oT4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

peraturan Pemerintah Nomot 29 Tahun 2000 tentang
penyelengga-raan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3956);

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578l,;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2AA tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 123\;

peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang I Jasa Pemerintahan ;

peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2o12 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2OLO tentang Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al2 Nomor 155);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10

Tahun 2OO7 tentang Keuangan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2AOZ Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

KabupatenKatingan(LembaranDaerahKabupaten
Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Katingan

Nomor 11 Tahun 2o1t tentang Kerjasama Antar Desa

di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Katingan Tahun 2011 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4
Tahun2aL3tentangAnggaranPendapatandan
BelanjaDaerahTahunAnggaran2ot+{Lembaran
DaerahKabupatenKatinganTahun2arcNomor3l);

t6. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 130 TahUn

2OO3 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen

Dalam Negeri;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2AO7 tentang Pedoman umum Tata Cata Pelaporan

dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2oo7tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa;

19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2074

tentang Pedoman umum Alokasi dan Pelaksanaan

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan;

20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2414

tentang Pedoman umum Alokasi dan Penggunaan

Dana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan

di KabuPaten Katingan;

2t. Peraturan Kepala Lembaga Kebdakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2Ol3

tentang Ped.oman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

di Desa.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ' t/

Menetapkan



1.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Katingan'
pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahal Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Katingan'

Bupati adalah BuPati Katingan'

Camat adalah KepaTa Kecamatan sebagai Perangkat

Pemerintah KabuPaten Katingan'

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

*.*iliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur d'an mengurus urusan pemerintahan'
kepeitingan masyarakat setempat berdasarkan

p.rt rt"i masyatakat, hak asal usu1, danf atau hak
tra.disionalyangdiakuidandihormatidalam
sistem p.*erir,tahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masy-arakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Ke satuanRePublik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebutdengannamalaindibantuperangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.
Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang

berwenang, berhak dan berkewajiban
menyelenggarakan urusart rumah tangga sendiri
dala; hA pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masYarakat .

Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang

ditltapkan ot-efr Kepala Desa yang bersifat
menetapkaa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangaa Desa

yang lelanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala

besa yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yaxg dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yffiig
berhubungan d.engan hak dan kewajiban desa

tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya
disebut APBDes adalah rencalla keuangan tahunan
pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya d.isebut PTPKD adalah perangkat desa

Fl
J.
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5.
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10.
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yang ditunjuk oleh - Kepala Desa untuk

medtsanadn pengelolaan keualgan desa'

15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan

dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

memberdaYakan masYarakat'

|6.TimAsistensiadalahtimyangdibentukolehBupati
yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan

BuPati.
LT . Pengadaan BarunglJasa yang selanjutnya disebut

den[an Pengadaan Barang/Jasa ?d-'lt kegiatan

untut< mem"peroleh Barang/Jasa oleh Pemerintah

Desa,baikdilakukandengancataswakelola
maupun melatui Penyedia Barang/Jasa'

18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
perorangan yang menyediakan barang/j asa'

19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa
dimanapekerjaannyad'irencanakan,dikerjakan
dan/atau-diawasisendiriolehtimpengelola
kegiatan.

20. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang

ait"i"pkan 
" oleh Kepala Desa dengan surat

Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
melaksalakan Pengadaan Barang/jasa'

21. Panitia penerima hasii pekerjaan adalah panitia yang

ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas
*emetiksa dan menerima hasil pekerjaan'

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas

tntern pada institusi lain yang selanjutnya disebut
APIPadalahaparatyangmelakukanpengawasan
mela-lui audit, review, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya terhadap
penyelenggaraarl tugas dan fungsi organisasi'

23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi
ikrar untul< mencegah dan tidak melakukan kolusi,
korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan

Barang/Jasa.
24. Barang ada-lah setiap benda baik berwujud

maupun tidak berwujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yal1g dapat diperdagangkan,
dipakai,dipergunai'<N|ataudimanfaatkanoleh
Pengguna Barang.

25. Pekedaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
Urrg,rt 

"rr 
atau pembuatan wujud fisik lainnya'

26. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional
yangmembutuhkankeahliantertentudiberbagai-tiOurgkeilmuanyangmengutamakanadanyaolah

pikir {brainware).
27. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang

ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yarg
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati



28. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang

selanjutnya disebui Surat Perjanjian adalah

perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia

EiaJ:angl Jasa atau pelaksana Swakelola'

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikal
acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan

Fengadaan- Barang/Jasa yang dibiayai dengart

menggunakan APBDes.

Pasal 3

Tujual diberlakukaanya Peratu,ran Bupati ini adalah agar

p.rrgaAaat barang/ju-*u- yuog -dilakukan oleh Pemerintah
'O.*I_ sesuai aengan taia kelola yang baik dan sesuai

dengan prinsip-prinsip pengadaan barangljasa di Desa'

oleh para Pihak dalam
Barang/Jasa.

proses Pengadaan

Pasa1 4

Pengadaan barang dan jasa di desa pada dasarnya

tetap berpedoman pada peraturan perundang

undangantetapiiebihmengedepankankekondisi
sosial budaya masyarakat setempat'

Pengadaan BaranglJasa di Desa pada prinsipnya
dilaf,ukan dengan carg Swakelola oleh Pemerintah
Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa

dengan semangat gotong royong, serta

,rr.rirk*ima-1kan penggunaan materiallbahan dari
wilayah setempat, untuk memperluas kesempatart
kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat'

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang tidak dapat
dilaksanakan secafa swakelola baik sebagian maupun
keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia

Barang/Jasa yang dianggaP mampu.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 5

pengadaan BaranglJasa di Desa tidak dibolehkan
atau tidak diperkenankan menggunakan bahan,
material, dan/atau barang/alat yang dapat merusak
lingkungan sekitar.

Pengadaan Barang/Jasa di Desa diutamakan
men"ggunakan produksi dalam negeri yang telah
memiiit i" Standar Nasional Indonesia (SNI).

(3)

(1)

(21

(1)

{2)



Bagian Kedua

Tata Nilai Pengadaan

Pasal 6

(1) Prinsip-prinsip Pengad-aan Barang/Jasa bagi

Pemerintah Desa sebagai berikut:
a. efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus

diusahakal dengan menggunakan dana dan daya

yangminimumuntukmencapaikualitasdan
sasa-ran dalam waktu yang ditetapkan atau

menggunakandanayangtelahditetapkanuntuk
mencapaihasildansasarandengankualitasyang
maksimum;

b. efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus

sesuaidengankebutuhandansasaranyangtelah
ditetapkan serta memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya;
C. transparan berarti Semua ketentuan dan informasi

mengenai Pengad.aan Barang/Jasa bersifat jelas

dandapatdiketahuisecaraluasolehmasyrakat
dan Penyedia BaranglJasa yang berminat;

d. pemberd ayaarl masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkankemandiriandankesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan'
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan kebijakan, prograrn' kegiatan'
dan ptt Ar-pingan yang sesuai dengan esensi

masa]ahdanprioritaskebutuhanmasyarakat
Desa;

e. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja
secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;dan

f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan Pengadan

(2) Parapihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jaia harus mematuhi etika meliputi
bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan
pemboiosat 

- 
keuat gan desa, serta patuh terhadap

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan'

Barang/Jasa sehingga
dip ertanggu ngi awabkan.

dapat

BAB III

PBNGELOLAAN KBGIATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 7

TpK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa

yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
Keputusal KePala Desa.

TpK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ,/

(1)

{21



(3)

unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa setemPat'

UnsurPemerintahDesasebagaimanadimaksudpada

"V* {21, adalah diutamakan Kepala Urusan
pt*nr"g"nan danlatau Kepala Urusan lainnya yang

memiliki kemampual dalam menjalankan tugas dan

fungsinya.

unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana

dimaksud padi ayat l2l, adalah sebagai anggota aktif'
memiliki kompetensi dibidangnya dan organisasinya
terdaftar di Pemerintah Desa setempat'

TpK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:

a. ketua, aOatrt, berasal dari Unsur Perangkat Desa;

b. sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur
Desa atau dari unsuf Lembaga Kemasyarakatan

(4)

(s)

(6)

(71

Desa; dan
c. tiga anggota berasal

danlatau dafi unsur
Desa.

dari unsur AParatur Desa
Lembaga KemasYarakatan

Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung
kepada TPK berupa honorarium dan keperluan biaya
lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan barans / iasa dimaksud.

Honorarium dan keperluan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (6}, diberikan untuk kegiatan
pengadaan'barans/jasa di atas nilai 50.000.000 (lima

bufuf, juta rupiah), yang besaran nilainya disesuaikan
dengan kemamPuan keuangan desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK

Pasal 8

(1) Dalam men]rusun rencana pelaksanaan pengadaan

barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan
kewenangan sebagai sebagai berikut:
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)

berdasarkan data harga pasar setempat;
b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila

diperlukan);
c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar

rencana kerja sederhana/sketsa (bi1a diperlukan);
menetapkan PenYedia Barang/Jasa;
membuat rancangan Surat Perjanjian;
menandatangani Surat Perjanjian;
menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
pengadaan Barang/ Jasa; dan

h. meliporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil
Pengldaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa
denlan disertai geiita Acara Serah Terima Hasil
Peke{aan.

(2) Untuk ditetapkan sebagai keanggotaan TPK harus
memenuhi persyar atansebagai berikut: '/

d.
e.
f.
ob.



a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab
dalam melaksanakan tugas;

b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah

terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. menandatangani Pakta Integritas;
d. tidak meniabat sebagai Sekretaris Desa dan

bendahara di Pemerintah desa; dan
e. memiliki kemampuan kerja seca-ra berkelompok

dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerj aannya'

Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat

menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari
regai-ai Negeri sipil atau swasta sesuai dengan

keahlian dibidangnYa.

TPK dilarang mengadakan ikatan pedanjian atau

menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia

BaranglJasa apabila belum tersedia anggaran'

(3)

(41

(1)

(2\

(3)

Bagian Ketiga
Panitia Penerima Hasil Pekeq'aan

Pasal 9

Kepala Desa selaku PKPKDes membentuk Panitia
penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya ditetapkan
dengan KePutusan KePala Desa.

panitia Penerima Hasil Pekerjaan terdiri atas 3 (tiga)

orang, 2 {dual orang Aparatur Desa dan 1 (satu) orang

Lembaga KemasYarakatan Desa.

panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi
persaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab

dalam melaksanakan tugas;
b. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan

bendahara di Pemerintah desa.

panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan

kewenangan untuk:
a. melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan

Pengadaan Barang / Jasa untuk nilai di atas Rp

50.0b0.000,- (lima puluh juta rupiah) se suai
dengan ketentuan yarrg tercantum dalam
Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di
dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah
melalui pemeriksaan/ pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara serah
Terima Hasil Pekerjaan.

(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan dapat menggunakan tenaga

ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri sipil atau

Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya'

(41



(6)

(71

Dalam hal keanggotaan Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan tidak turut serta menandatangani Berita

Acara Hasil Pekerjaan lFlerita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan, wajib memberikan penjelasan tertulis'

Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(6), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan lBetita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan'

BAB IV

KEGIATAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Swakelola

Pasa,l 10

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan
1 , 

Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan d,anlatau diawasi sendiri oleh Tim

Pengelola Kegiatan.

(2) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan
persiapan, pelaksarraan, pengawasan, penyerahan'
petaporan,danpertanggungjawabanhasilpekerjaan.

(3i Khusus untuk pekerjaan.kontruksi tidak sederhana,
yaitu pekerjaan konstruksi yang membutulk* tenaga

ahli 
- 

d,an/ atau peralatan berat, tidak dapat

dilaksanakan dengan cara swakelola'

Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan

Pasal 1 1

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
a. jadwa-l pelaksanaan Pekefiaan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan,

dan kebutuhan Peralatan;
c. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar

rencana lieda sederhana/ sketsa (bila diperlukan);
d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); Aa"
e. perkiraan biaYa (RAB).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola

Pasa-l 12

Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaart

barangljasa yang tidak dapat disediakan dengan cafa
swadaya, dapat ditakut an oleh Penyedia BaranglJasa
yang dianggaP marnpu oleh TPK.

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka
mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB V r'

(1)

12)



ketentuan Peraturan BuPati ini'

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi' TPK :

a. menunJuk Jatu orang anggota sebagai penanggung
jawab ieknis pelaksanaan pekerjaan yryg dianggap

mampu atau mengetahui teknis kegiatan I

tt.

C.

pekerjaan; . r ,
A"pri dibantu oleh personil yang ditunjuk dari
d,inas teknis terkait; danlatau
dapat dibantu oleh pekerja (tukang danlatau
mandor).

{41

(s)

(1)
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TPKwajibmemonitoringataskemajuanfisiksemua
kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya'
selanjutnya dievaluasi setiap minggu'

Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan

iurlit"i peningkatan jalan di pedesaan untuk
mendukung kel,ancaran pelaksanaan Pengadaan

Eiarang/Jr"a yrng dilakukan secara Swakelola, TPK

mengaJukan pencairan dana kepada PKPKDes terbagi

tiga tahaP Yaitu:
,. tufr^p pertama senilai 60"/0 (enam puluh

persiratus) merupakaa uang dimuka dari nilai
pekerjaan untuk membiayai persiapan

Pelaksanaan kegiatan;
b. tahap kedua senilai 30% (tiga puluh perseratus)

setelrah TPK mempertanggungiawabkan LOOVa

(seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang
telah dipergunakan;dan

c. tahap 
-ketiga senilai rco/o (sepuluh perseratus)

setelah TPK mempertanggungiawabkan 1O0%

(seratus perseratus) dari nilai uang yang diminta
pada tahap kedua yang telah dipergunakan'

(6}TPKwajibmempertanggungjawabkanrealisasi
keuangax dan realisasi fisik pekeq'aan yang menjadi
kewajibannya.

(7) TPK wajib membuat pertanggungiawaban hasil
pekerjaxr/keg;ta.tankepadaKepalaDesaselaku
PKPKDeS.

BAB V

KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 13

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
Barlng/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuLan barang/jasa dalam rangka mendukung
pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa'

Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa di
Desa diutamakan bagi Penyedia BatxtglJasa yang

memiliki kriteria sebagai berikut :



a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat

tetap dan jelas sbrta dapat dijangkau dengan jasa

pengiriman;
b. pernyataan kebenaran usaha;dan
c. untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan

tenaga ahli dan/atau peraiatan yang diperlukan
dalam Pelaksanaan Pekerjaan'

(3) Tidak boleh menggunakan pihak t<9tiq-a.{"oranS atau

badan yang bukan toko/penyedia/indi-vidu) sebagai

calo penyedia bahan / aJat / tenaga y ang dibutuhkan'

(1)

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 14

Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TPK

harus memPertimbangkan :

a. kondisilkeadaat Yang
lokasi/lapangan;

sebenarnya di

b. kepentingan masyarakat setempat;
c. .1enis, sifat dan nilai ElaranglJasa serta jumlah

Penyedia FraranglJasa yang ada; dart
d. kebutuhan barang/ bahan'

(2)TPKmenyusunrencanaPelaksanaanPengadaan
Barangl Jasa Yang meliPuti:
a.rencanaanggaranbelanjaberdasarkanhargapasar

setempat atau harga pasa-r terdekat;
b.hargabanng/jasayangdisusundidalamRencana

Anggaran eetani'a dapat mengacu pada harga

UarafiSlia-sa yang ada di e-catalogue

rcmbafa febijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

c. rencana anggaran belanja dapat memperhitungkan
ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas

barang/jasa Yang akan diadakan;
d. spesifikasi tekniJ barangliasa (apabiia diperlukan);
e. lihusus untuk pekedaan konstruksi, disertai

gambarrencanakerjasederhana/sketsa(apabila
diperlukan).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 15

Pengadaan Barangl Jasa meliPuti:
a. pEngadaan B#ang/Jasa dengan niiai iampai

h.t[ut, Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
b. pen[adaan BaranglJasa dengan nilai di atas

-SO.OOO.O00 
(iima puluh juta rupiah) sampai dengan

Rp.200.000.000 {dua ratus juta rupiah);dan
c. pingadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)'

Pengadaan BarcnglJasa dengan nilai sampai dengan
np.5O.OO0.00g (lima puluh juta rupiah) sebagatmana ,
dimaksud pada aYat (1) huruP a:

(1)

{21



a. tim pengelola kegiatan membeli Barang/Jasa

kepada 1 Jsatu) Penyedia Barang/Jasa;
b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaart

penawaran secara tertulis;
c. pembelian dilakukan tanpa permintaan penawa-ran

tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari

Penyedia Barang/Jasa;
d. tim pengelola kegiatan melakukan negosasi (tawar

*.t u*ur) tt.*L hngsung di tempat kepada

penyedia Barang / Jasa;dan
e.penyeaiaBarang/Jasamemberikanbuktitrarrsaksi

berupa nota, faf,iur pembelian, atau kuitansi untuk
dan atas nama TPK.

(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas

50.000.000 (1ima putuf, juta rupiah) sampai dengan

nilai np.zob.0Oo.ooo lAua ratus juta rupiah)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b :

a. ti; pengelola kegiatan membeli batmgljasa kepada

1 (satu) PenYedia Barang/Jasa;
b.timpengelolakegiatanmelakukanpermintaan

penawaran secara tertulis dad Penyedia

baranglJasa dengan dilampiri daftar barang/jasa
(rinci# barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan'
volume, dan satuan);

c. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran

iertufis pada form yang telah disediakan oleh TPK

yang berisikan Oattar barang/jasa ( rincian
Aararr1/iasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume'
dan satuan) dan harga;

d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi {tawar
*.t r*.i) dengan penyedia Barang/Jasa untuk
me*p.roieh harga yang lebih murah tetapi tidak
mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang

diadakan serta tidak memperpanjang masa
penyerahan barang atau penyelesaian- pekerjaan'
bukti negosiasi (tawar menawar) berupa berita acara
hasil negosiasi;

e. penyedia garang/Jasa memberikan bukti transaksi
L.rup" nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk
dan atas nama TPK;

f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data
pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di
papan Pengumuman Kantor Desa dan
pipanltempat berkumpulnya warga (misalnya : pos

io"A"i f.r*fing, pos RT/RW, pos Karang Taruna dan
sej enisnya), sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) nama-barang atau pekerjaan yang diadakan;
2l nama dan alamat penyedia barang /iasa;
Si harga akhir hasil negosiasi (tawar menawar);
+l jangka waktu penyerahan barang atau

pelaksanaan Peke iaarr;
5) tanggal diumumkan'

(4) pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas, 
Rp.'OO.O0O.OOO (dua ratus juta rupiah) sebagaimana
dimaksud Pada aYat (2) huruP c :

a.TPKmengundangdarrmeminta2(dua)penawafan



secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Rarang/Jasa

yang berbeda dilampiri dengan da-ftar barang/jasa

i.irliutt baran1liasaatau 'I*g 
lingk rp pekerjaan'

-roir*t, dan satuan) dan spesifikasi teknis

barang/jasa;
b. penyedia Barang/Jasa Pel{ampaikan - 

penawaran- ,""."'" 
tertulis -yang berisi daftar barang/jasa

(rincian baraflsliasa atau ruang lingkup pekerjaan'

volume, dan satuan) dan harga;
c. tim pengelola kegiatan menilai pemenuhan

spesifitasi teknis barang/jasa terhadap kedua

Penyedia BaranglJasa yarrg memasukan
penawaran;

d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang

ditawarkan :

1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa'
maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara

bersamaan;
2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia

narang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan
negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang

memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia

-Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses
pengadaan.

e. ,pr.litu_ spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud
pla* fruruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK

melaksanakan kembali proses pengadaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
penyedia basangliasa Yang lain.

f. tpf melakuka, negosiasi (tawar menawa-r) untuk
memperoleh harga yang lebih murah di arfiara
kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak
mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang

diadakan serta tidak memperpanjang masa
penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan
b,r{ti Negosiasi (tawar menawa-r) berupa berita
acara Hasil Negosiasi;

g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa
menandatangani surat perjanjian yang berisi

se kurang-kurangnYa:
1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perJanJlan

para Pihak;
2. ruang lingkuP Pekerjaan;
3. nilai pekerjaan;
4. hak dan kewajiban Para Pihak;
5. ketentuan seitifikat garansi yang diterbitkan oleh

Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah

oieh Produsen {khusus pengadaan barang,
apabila diPerlukan);

6. jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentuan keadaankahar; dan
8. sanksi, termasuk denda keterlambatan'

h. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang
menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana
dimaksud pada huruf g, adalah Pemilik toko,
Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan,/ at'a:u Pihak
lain yang bukari oiretcsi atau yang namarry a /



tidak disebutkan dalam Akta
Pendirian/ Angatan Dasar sepanjang pihak
tersebut p.i-grlrrs/karyawan perusahaan
yang berstatus"sebagai tenaga kerja letap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian

wewenang yang sah dari Direksi atau pihak
yang "u,ti 

berdasarkan Akta
Pendirian/ Anggaran Dasar;

i. TPK mengum"-i.ro data bwanglpekerjaan dan

penyedia barang/jasa terpilih di . papan

pengumuman Xantor Desa dan papanltempat
b"tt r*pulnYa warga (misalnYa Pos

ionda/t<am1ing, pos RT/R\M, pos Karang Taruna'
gedung serbi-guna dan sejenisnya), sekurang-

kurangnYa mencantumkan:
1. nama b araflg atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia barang ljasa;
3. harga hasil negosiasi ;

4. jangka waktu PenYerahan
pelaksanaan Pekerj aan;

5. tanggal diumumkan.

barang atau

(1)

(5) Contoh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa
' ' tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiart

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini'

Bagian KeemPat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 16

Apabila tedadi perubahan paket pekerjaan- maka TPK

a"p"t menierintahkan secara tertulis kepada penyedia

Barang/Jasa untuk melakukan peruba-han ruang
lingkup pekerjaan.

Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) meliPuti:
a. menarnbah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis Pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atant
d. melaksanakan pekerjaan tambah'

Untuk perubahal ruang lingkup pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat {Z) huruf c dan d,

fenyeaia Barang/Jasa menyampaikan penawaran

tertulis kePada TPK.

(4) TPK melakukan negosiasi dengan Penyedia

Barang/Jasa baik teknis maupun harga sehingga

diperJeh harga yang murah dan secara teknis
dapat diPertanggungiawabkan.

(5) Untuk nilai Pengadan BxanglJasa di atas Rp'

20o.000.000(duaratusjutarupiah),dilakukan
addendum surat pedanjian yang memuat perubahan

ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang

disepakati.

(6) Perubahan ruang lingkup pekerjaan 
- 

sebagaimana
dimaksud p"da ayat {2l1, untuk menambah '/

(21
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(1)

{2\

pekeq'aan
tambahan
dilapangan

danlatau melaksanakan Pekerjaan
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
dan ketersedianYa anggaran'

Bagian Kelima
Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 17

Pembayaranatasprestasipekerjaandiberikan.kepada
penyedia F,rl-:ffiglJasa setelah pekerjaan selesai sesuai

ketentuan tahaPan PembaYaran.

Pembayaran atas prestasi pekeqaaan sebagaimana

Jimat suA pada tyu-t 1f1, diberikan kepada Penyedia

BaranglJaia setelrah panitia Penerima hasil Pekerjaan

melakukan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam

Berita Acara Pemeriksaan BasanglPekerjaan dan

Berita Acara serah Terima Barang/Pekerjaan'

Pembayaran terakhir atas prestasi pekerjaan
dibayarkan setelah dikurangi dengan denda

keteilambatan akibat kesalahan Penyedia

Barang/Jasa sebesar 1/ 1000 x jumlah hari
keterlambatan x nilai total surat perjanjian (apabila

terl' adi keterlambatan) .

Bagian Keenam
Keadaan Kahar

Pasal 18

Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang

teq'adi diluar kehendak para pihak dan t]$at< dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

diientukan datam Surat Perjaljian meqjadi tidak
dapat dipenuhi.

yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar d,alam

Surat fedanjian Pengadaan Barang/Jasa di Desa

meliputi:
a. bencala alam;
b. bencana non aTam;
c. bencana sosial;
d. pemogokan;
e. kebakaran; danlatau
f. gangguan industri lainnya yang dinyatakan oleh

Satuan Keda Perangkat Daerah yang membidangi'

Dalam hal teq'adi Keadaan Kahar, Penyedia

Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada TPK secara tertulis da-lam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender- sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengart
menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Kahar
yang dikeluarkan oleh pihak / instansi yang
-bet*et ang sesuai ketentuan peraturart
perundang-undangan.

Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa
yang disebabkin oleh perbuatan atau kelalaian Para /

(31

(1)

(2)

(3)

(4)



(s)

t6)

pihak Penyedia Barang tidak termasuk katagori

Keadaal Kahar.

Keterlambatan pelaksanaan pekerj-aan yang

diakibatkan ot.ft 
-ti4uamy" Kead-aan Kahat tidak

dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan K+u' para- pih.etft dapat

meiakukan t.J.putt't" kembali' dan selanjutnya

dituangkan dah; perubahan Surat Perjanjian Kerja'

Bagian Ketujuh
Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 19

TPK secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat

Perjanjian Kerja aPabila :

a. waktu keterlambatan pelaksalaan pekerjaan

akibat f.esatahan- Penyedia Barang/Jasa sudah

melamPau i 28 lnari kalender;
b. penyediaB;;/';;" la1ai/cidera . janji dalam

melaksanakan kewajibannya d.'" tidak

*.*p.rbaiki kelalaiannya da-lam jangka waktu yang

teialrditetaPkan oleh TPK;dan

c. penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan

Korupsi rcofusi Nipotisme' kecurangT , duolatau

pemalsuan a;am p't"t" Pengadaan yang diputuskan

oleh instansi Yang berwenang'

Bagian KedelaPan
PenYelesaian Perselisihan

Pasal 20

Perselisihan arltara TPK dan PenyediaBarang/Jasa

terlebih dahulu menyelesaikan perselisih'" l:l,:-tl{
melalui musyawarah untuk mufakat yang dtprmptn

irrg"""g oleh tcepala Desa selaku PKPKDeS'

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana

dimaksud paOaLyat (1) tidak tercapai kata-r,nyfakat'

ffi;t- ailakukan" melalui pengadilan sesuai dengan

keientuan Peraturan Perundang-undangan'

Bagian Kesembilan
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 2l

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima

p."y.triran pet<e4aan. setelah seluruh hasil pekerjaan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat

Perjanjian.

Apabila terdapat k-ekurangan Afltq hasil

pi[.t:"""", p"liitir- Penerima Hasil Pekerjaan

melapork* "."*. tertulis kepada Kepala Desa selaku

Ffpfn." untuk melakukan penundaan pencairan dan

memerintahkan kepada Penyedia Barangl Jasa untuk

memperbaiki danlatau melengkapi kekurangan /

(1)

(2)

(1)

(2)



pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam

Surat Perjanjian.

(3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaart
pembayaran seJara tertulis kepada PKPKDes melalui
tpr setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan
i{asil pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.

(1)

12)

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 22

Camat wajib melakukan pengendalian Pengadaan
Basang/Jasa di Desa.

INSPEKTORAT Kabupaten Katingan sebagai APIP wajib
melakukal pengawasan terhadap proses Pengadaan

BaranglJasa di Desa.

Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa di
Desa *aiiU ditindaklanjuti oleh Camat dan
Inspektorat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 23

(1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika
terbukti melakukan dengan sengaja melakukan
perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang

berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik
langsung maupun tidak langsung guna memenuhi
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan
dan prosedur yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Peq'anjian Kerja, danlatau ketentuan
peraturan Perundalg-undangan ;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia
Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga
Penawaran diluar prosedur Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, sehingga
mengurangi/menghambat memperkecil dartl atau
meniadakan persaingan yang sehat danlatau
merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau
danlatau keterangan
untuk memenuhi
Barang/Jasa;

(3)

d. mengundurkan diri dari
Kerja dengan alasan
dip ertanggungj awabkan
diterima oleh TPK;

menyampaikan dokumen
lain yang tidak benar
persyaratan Pengadaart

pelaksanaan Perjanjian
yang tidak daPat

danlatau tidak daPat

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai "/



dengan Surat Perjanjian Kerja.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dikenakan sanksi beruPa:
a. sanksi administtatif, berupa peringatan/tegutan

tefrulis;
b. gugatan secara perdata; danlatau
c. pelaporan seca-ra pidana kepada pihak yang

berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf
b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(a) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas
informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa,
dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon
pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan
dalam proses Pengadaan EraranglJasa, maka TPK:

a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; dan/atau
c. dilaporkan secara Pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan
apabila terjadi pelanggaran daa/atau kecurangan yang
dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam
proses Pengadaan Bareag/Jasa di Desa maka dapat
diberhentikan sebagai anggota TPK.

Pasal 24

Penyedia Jasa Konsultan perencana yang tidak cermat
dalr mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Desa

atas beban biaya APBDes dikenakan sanksi berupa
keharusan menyusun kembali perencanaan dengan
beban biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang
bersangkutan, danlatau dituntut dengan ganti rugi sesuai
Pedanjian Keda yang telah disepakati bersama.

BAB VII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Pelatihan

Pasal 25

Dalam rangka pemenuhan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia terhadap keanggotaan TPK dilakukan
pelratihan Tata Cara Pengadaan Bar:ang/Jasa di Desa.

Program peningkatan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh
Tim Asistensi Desa yang dibentuk oleh Pemerintah.

Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 di tetepkan dengan keputusan Bupati Katingan, /
terdiri dari :

(1)

(2t

(3)



a. unit Layanan Pengadaan;
b. satuan Keda Perangkat Daerah; dan
c. unsur lain terkait di Pemerintah Kabupaten

(4) Tugas dan fungsi Tim Asistensi Desa sebagaimana

dimaksud PadaaYat {2) meliPuti :

a. meningkatkan kaPasitas SDM;
b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa;

dan
c. melakukan pendampingan pengawasan dan

pengendalian kepada unsur Kecamatan'

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam
p"rr:tor*r, ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk
keperluan Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

PasaT 27

(1) pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan' - 
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.

(2) pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan' - 
pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap
dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar *Jtiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Katingan.

DitetaPkan di Kasongan
Pada tanggal, 8 Oktober 2OL4

KATINGAN,

Diundangkan di
Pada tanggal,

BUPATI

Oktober 2OL4

SEKRETARIS RAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4 NOMOR


